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Abstract  
This article aims to know the realization of handling climate change in 
Indonesia through the implementation of Sustainable Development Goals 
(SDGs): Goals-13.1.3 which focuses on implementing regional disaster 
management strategies in Indonesia in the 2017-2019 period. The method used 
in this research is a qualitative method and a literature review of various 
literature discussing handling climate change in Indonesia. The green theory 
perspective is used in analyzing the realization of Goals-13.1.3 in Indonesia. 
The research results show that the realization of handling climate change 
through the implementation of SDGs Goals-13.1.3 falls into the category of 
anthropocentric understanding and shallow environmental understanding; as 
well as placing greater emphasis on environmental sustainability by aligning 
people's consumption levels without excessive consumption; Regular 
environmental preservation and implementation of regional disaster 
management strategies will shape sustainable development in Indonesia. 
 
Abstrak 
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui realisasi penanganan perubahan iklim di 
Indonesia melalui implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB): 
Tujuan-13.1.3, yang berfokus pada penerapan strategi penanggulangan bencana 
regional di Indonesia periode 2017-2019. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif dan tinjauan literatur dari berbagai 
literatur yang membahas penanganan perubahan iklim di Indonesia. Perspektif 
teori hijau digunakan dalam menganalisis realisasi Tujuan-13.1.3 di Indonesia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penanganan perubahan iklim 
melalui implementasi Tujuan-13.1.3 TPB masuk dalam kategori pemahaman 
antroposentris dan pemahaman lingkungan dangkal; serta lebih menekankan 
kelestarian lingkungan hidup dengan menyelaraskan tingkat konsumsi 
masyarakat tanpa melakukan konsumsi berlebihan; Pelestarian lingkungan 
secara teratur dan penerapan strategi penanggulangan bencana regional akan 
membentuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

Perubahan iklim telah menjadi isu 

internasional yang cukup sensitif dan 

seringkali dianggap sebagai ancaman serius 

skala global. Hal ini disebabkan oleh dampak 

yang ditimbulkannya, di antaranya dapat 

memengaruhi kelangsungan hidup 

masyarakat global, menganggu 

keseimbangan alam, kenaikan permukaan 

laut akibat pencairan es kutub, serta 

kebakaran hutan (H. Ouyang, X. Tang, R. 

Zhang, A. Baklanov, G. Brasseur, R. Kumar, 

Q. Han 2023; Junarto 2023; Rosen 2021). 

Sehubungan dengan urgensi dampak isu 

lingkungan dan penanganan perubahan iklim 

skala global maka muncul kesadaran kolektif 

dalam merumuskan upaya alternatif dalam 

menjaga eksistensi lingkungan skala global 

adalah suatu keniscayaan. Realisasi tersebut 

termanifestasikan dalam beberapa perjanjian 

mengenai perubahan iklim sebelumnya, yaitu 

Kyoto Protocol hingga Paris Agreement 

kemudian diperkuat dengan Sustainable 

Development Goals 2030. 

Sustainable Development Goals 2030 

atau Tujuan Pembangunan Berkelajutan  

(SDGs/ TPB 2030) mencakup 17 tujuan, 169 

target dan 241 indikator yang mencakup 

berbagai aspek utama mengenai manusia, 

kemakmuran, planet bumi, perdamaian, dan 

kemitraan, termasuk penanganan perubahan 

iklim.  

SDGs Goals-13 (Tujuan-13 TPB) 

mengenai penanganan perubahan iklim 

memiliki tiga target, yaitu (i) memperkuat 

ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap 

bencana terkait iklim dan bencana alam; (ii) 

menggabungkan tindakan penanggulangan 

perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, 

dan perencanaan nasional; serta (iii) 

meningkatkan pendidikan, kesadaran dan 

kapasitas manusia serta institusi dalam 

mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan 

peringatan dini terhadap perubahan iklim 

(Murniningtyas 2018). Singkatnya, 

terjadinya perubahan iklim berdampak 

positif terhadap inkonsistensi keseimbangan 

alam yang secara tidak langsung akan 

memperburuk kerusakan alam. Oleh karena 

itu, program SDGs yang berfokus pada 

Tujuan-13 telah menjadi alternatif dalam 

penanganan perubahan iklim secara global. 

Indonesia memiliki keanekaragaman 

hayati yang cukup besar dan sekitar 10 persen 

dari seluruh hutan hujan tropis di dunia dan 

36 persen lahan gambut tropis dunia 

(Ramadhi, 2023); yang disertai dengan letak 

geografis yang mendukung keanekaragaman 
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tersebut. Namun, secara global Indonesia 

telah menjadi negara dengan peringkat 

keenam tertinggi dalam kontribusi emisi 

karbon di dunia yang berdampak pada 

perubahan iklim global bahkan diperkirakan 

dapat menjadi lebih buruk di masa depan 

(Sargent 2016).  

Hal ini sejalan dengan posisi Indonesia 

sebagai kontributor utama perubahan iklim 

yang disebabkan oleh peningkatan laju 

deforestasi; potensi rentan terhadap 

fenomena  El Nino (yang dapat menyebabkan 

kondisi kekeringan dan peningkatan risiko 

kebakaran hutan dan lahan) dan La Lina 

(perubahan dalam siklus pola dan musim 

tanam, serta penurunan produktivitas panen 

dalam sektor pertanian); pengurangan luas 

hutan dan degradasi lahan yang dilakukan 

untuk kepentingan negara (Junarto 2023).  

Potensi tersebut juga dipengaruhi oleh 

tingginya tingkat deforestasi hutan Indonesia 

pada tahun 2015 serta besarnya karhutla 

(kebakaran hutan dan lahan) yang terjadi 

antara tahun 2015 hingga 2019 telah 

mengakibatkan pembakaran area setidaknya 

sekitar 1,6 juta ha hutan dan lahan yang 

merupakan lahan gambut tropis, lahan yang 

diperkirakan dapat menjaga suatu ekosistem 

secara utuh dan memiliki kapasitas untuk 

menampung karbon hingga 20 kali lebih 

besar daripada tanah mineral (Ramadhi, 

2023). 

Menurut Wulandari dan rekan (2022), 

terdapat beberapa penyebab kebakaran hutan 

di Indonesia yang diklasifikan ke dalam dua 

jenis, yaitu penyebab alami dan 

antropogenik. Secara alami, kebakaran 

dipengaruhi oleh anomali cuaca (81%), 

kekeringan (14%), hewan (2%), dan batubara 

(2%). Adapun penyebab antropogenik, 

dipengaruhi oleh pembukaan untuk operasi 

perkebunan komersial (26%), pembukaan 

untuk ekspansi pertanian skala kecil (tebang 

dan bakar) (34%), kegiatan penebangan dan 

ekstraksi hutan (16%). Pembangunan 

infrastruktur (6%), Perburuan & 

Penggembalaan (3%), Perubahan tutupan 

hutan dan deforestasi (3%), dan lain-lain 

(13%). Berdasarkan lokasi penelitian, potensi 

kebakaran hutan Indonesia sebagian besar 

berasal dari Sumatera dan Kalimantan (90%), 

sedangkan Jawa, Sulawesi, dan Papua 

memiliki porsi yang lebih kecil. Terjadinya 

berbagai bencana yang membuat terjadinya 

kebakaran hutan secara masif disertai dengan 

berbagai potensi bencana alam yang terjadi di 

Indonesia maka diperlukannya upaya 

nasional dalam penerapan penanggulangan 

bencana daerah secara masif di tingkat 

daerah melalui pemerintah daerah. 
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Sebagai perwujudan keseriusan 

pemerintah Indonesia dalam merealisasikan 

SDGs di Indonesia, Presiden Joko Widodo 

telah mengesahkan Peraturan Presiden 

Nomor 59 Tahun 2017 yang kemudian telah 

diperbarui menjadi Peraturan Presiden 

Nomor 111 Tahun 2022 tentang 

Penyelenggaraan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan yang mengamanatkan 

penyusunan dan penetapan Peta Jalan dan 

Rencana Aksi Nasional. Pada periode 2017- 

2019, Pemerintah Indonesia telah 

merealisasikan SDGs. Dalam realisasinya, 

Indonesia telah menetapkan beberapa amanat 

terkait dengan Perpres tersebut yaitu melalui 

(i) Peta Jalan (Roadmap) Nasional  SDGs 

sebagai dokumen perencanaan yang berisi 

kebijakan strategis tahapan untuk mencapai  

TPB yang sesuai dengan target pembangunan 

nasional; (ii) Rencana Aksi Nasional (RAN) 

periode 2017-2019, (iii) Rencana Aksi 

Daerah (RAD) yang dibuat oleh Pemerintah 

Daerah Periode 2017-2019 (BPK-RI 2023).  

Berkenaan dengan Tujuan-13, 

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan 

cepat dalam menghadapi perubahan iklim 

dan dampaknya, melalui beberapa tujuan 

yang berlaku secara global yaitu (i) 

memperkuat kapasitas ketahanan dan 

adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan 

bencana alam di semua negara, dan (ii) 

mengintegrasikan tindakan antisipasi 

perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi 

dan perencanaan nasional. Tujuan tersebut 

kemudian termanifestasikan dan 

dikorelasikan berdasarkan sasaran nasional 

yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-

2019.  

Adapun sasaran nasional berdasarkan 

RPJMN 2015-2019 mencakup: (1) 

Menurunnya indeks risiko bencana melalui 

strategi pengurangan risiko bencana tingkat 

nasional dan daerah hingga tahun 2019; serta  

(2) Terwujudnya penyelenggaraan 

inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK), serta 

monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi 

GRK yang dilaporkan dalam dokumen 

Biennial Update Report (BUR) ke-3 hingga 

tahun 2019 (RI 2017).  

Hasil pelaksanaan dari SDGs 2017-

2019 telah tertuang dalam Laporan 

Pelaksanaan SDGs Tahun 2020 sebagai 

capaian atas indikator-indikator yang telah 

ditetapkan, termasuk mengenai penanganan 

perubahan iklim pada Tujuan-13.1.3  melalui 

pengadopsian dan penerapan strategi 

penanggulangan di tingkat bencana daerah 
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yang sejalan dengan rencana dan strategi 

nasional penanggulangan bencana. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang membahas mengenai fenomena dan 

dinamika penanganan perubahan iklim di 

Indonesia, baik dengan mengkaji pada aspek 

kebencanaan maupun upaya mitigasi dalam 

penanganan perubahan iklim. Pertama, 

penelitian yang mengulas mengenai 

kebakaran hutan dan dampaknya terhadap 

manusia dan sumber daya alam dengan fokus 

khusus pada air di Indonesia. Mengungkap 

pula beberapa celah dalam sistem yang dapat 

berkontribusi terhadap berlanjutnya 

kebakaran hutan (Krah and Perdinan 2020). 

Kedua, penelitian yang menganalisis 

mengenai kondisi dan taktik Indonesia dalam 

perubahan iklim guna menghadapi ancaman 

perubahan lingkungan ekstrim yang dapat 

memengaruhi kondisi bangsa dan keamanan 

nasional (Legionosuko, 2019). Ketiga, 

penelitian yang membahas mengenai 

realisasi upaya pemerintah Indonesia dan 

para pemangku kepentingan terkait untuk 

melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap 

dampak perubahan iklim pada sektor hutan 

dan lahan di tingkat lokal, regional, dan 

internasional (Junarto 2023). Terakhir, 

mengenai tantangan dalam menghadapi isu 

perubahan iklim dan kaitannya dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan 

(Malihah 2022).  

Berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, penelitian ini berfokus pada 

realisasi penanganan perubahan iklim 

Indonesia melalui implementasi SDGs, 

khususnya Tujuan-13.1.3. Tujuan ini 

berfokus pada penanganan perubahan iklim 

melalui pengadopsian dan implementasi 

strategi pengurangan risiko bencana di 

tingkat daerah yang sejalan dengan 

rencana/strategi pengurangan risiko bencana 

yang sudah ada di Indonesia. Sementara 

penelitian terdahulu hanya menganalisa 

mengenai upaya nasional dan berbagai 

pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya 

dalam penanganan perubahan iklim di 

Indonesia tanpa berfokus pada penanganan 

melalui SDGs.  

Penelitian ini ditujukan untuk 

memberikan kontribusi bagi pemangku 

kebijakan dalam merumuskan dan 

mempertimbangkan realisasi program  

SDGs, khususnya Tujuan-13.1.3   yang telah 

menjadi fokus Pemerintah dalam penanganan 

perubahan iklim, khususnya melalui 

pengadopsian dan penerapan strategi 

penanggulangan bencana daerah yang selaras 

dengan rencana/strategi nasional 

penanggulangan bencana di Indonesia.  
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Tulisan ini menggunakan pendekatan 

teori hijau (green theory) dan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development) 

dalam menganalisis realisasi dan capaian 

penanganan perubahan iklim melalui 

pengadopsian dan penerapan strategi 

penanggulangan bencana daerah yang selaras 

dengan rencana/strategi nasional 

penanggulangan bencana di Indonesia 

melalui implementasi SDGs Goals-13, 

khususnya Tujuan-13.1.3. 

 

KERANGKA ANALISIS 

Teori Hijau (Green Theory) 

Pendekatan teori hijau (green theory) 

adalah salah satu pendekatan alternatif yang 

berkembang dalam menganalisis fenomena 

internasional yang erat kaitannya dengan isu 

lingkungan. Pendekatan ini berangkat dari 

kekhawatiran masyarakat global akan 

dampak pemanasan global dan perubahan 

iklim yang meningkat secara signifikan. 

Berangkat dari revolusi industri yang terjadi 

sejak 1760-an telah mendorong perubahan 

dan lahirnya modernisasi di berbagai bidang, 

serta membawa implikasi yang cukup besar 

terhadap degradasi lingkungan hidup secara 

global. Di saat yang bersamaan, 

perkembangan teknologi dan ekonomi pun 

semakin meningkat sehingga memengaruhi 

tingkat konsumsi dan ketergantungan 

masyarakat pada sumber daya alam yang 

sifatnya terbatas.  

The tragedy of the commons, situasi 

pemanfaatan sumber daya bersama oleh 

setiap individu untuk keuntungan pribadi 

yang mengakibatkan penipisan sumber daya, 

merupakan sebuah konsepsi yang muncul 

pada tahun 1960-an telah menjadi awal dari 

sebuah kondisi peningkatan krisis 

lingkungan global (Hardin 1968).  

Hal tersebut kemudian direspon dengan 

lahirnya sebuah konfrensi PBB pertama pada 

tahun 1970-an, yang membahas mengenai 

krisis lingkungan secara global. Sejak tahun 

1980-an, partai politik dan kebijakan publik 

hijau mulai bermunculan untuk menyuarakan 

keprihatinan terkait gerakan sosial baru 

(lingkungan, perdamaian, anti-nuklir, 

perempuan). Gerakan- gerakan tersebut telah 

membentuk green politics (politik hijau) 

(Mcglinchey et al., 2017; Dunne, 2013). 

Eskalasi dari permasalahan ekologi 

lintas batas sejak 1970-an yang disebabkan 

oleh dampak pembangunan, industrialisasi 

dan modernisasi telah memicu lahirnya teori-

teori yang melihat permasalahan krisis 

lingkungan hidup global secara 
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komprehensif sebagai refleksi atas 

homogenitas teori yang berkembang. Dalam 

perspektif hubungan internasional, green 

theory merupakan sebuah pendekatan 

alternatif terhadap teori tradisional dalam 

Hubungan Internasional (HI) yang cenderung 

bersifat human-centered dan tidak 

memperhatikan aspek lingkungan hidup 

seperti neorealisme, neoliberalisme dan 

sejenisnya. Singkatnya, teori tersebut 

memanfaatkan wacana “hijau” secara radikal 

dan berpartisipasi dalam mengungkap 

ketidakmampuan teori dalam HI menjangkau 

aspek ekologis. Gelombang baru tersebut 

telah menantang pemahaman tradisional 

mengenai keamanan, pembangunan, dan 

keadilan internasional melalui perdebatan 

baru tentang keamanan ekologi (ecological 

security), pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development), dan keadilan 

lingkungan hidup (environmental justice) 

(Dunne, 2013).  

Terdapat dua gelombang yang 

memengaruhi  perkembangan teori politik 

hijau. Pertama, berupaya untuk menyoroti 

ketidakrasionalitasan ekologis dari lembaga-

lembaga sosial inti seperti pasar dan negara. 

Kedua, berupaya dalam mengembangkan 

secara kritis ruang lingkup permasalahan 

lingkungan yang kemudian dibuktikan 

dengan lahirnya konsep-konsep baru yang 

memfokuskan pada permasalahan 

lingkungan hidup seperti keadilan 

lingkungan hidup, hak-hak lingkungan hidup 

(environmental rights), demokrasi 

lingkungan hidup (environmental 

democracy, aktivisme lingkungan hidup, 

(environmental activism), kewarganegaraan 

lingkungan hidup (environmental 

citizenship), dan negara-negara hijau (green 

states (Dobson 2003; Eckersley 2005; Geus 

1996; Hayward 2005; Schlosberg 2007; 

Wapner 1998). Oleh karena itu, perlu 

dipahami bahwa berdasarkan perkembangan 

tersebut maka terdapat beberapa tujuan dasar 

dari teori hijau, yaitu (i) mengurangi risiko 

ekologis secara menyeluruh, dan (ii) 

mencegah eksternalisasi dan pengalihan 

risiko yang tidak adil, melalui ruang dan 

waktu, kepada pihak ketiga yang tidak 

bersalah.  

Pada akhirnya, keadilan lingkungan 

hidup menuntut beberapa aspek, yaitu (i) 

pengakuan atas perluasan komunitas moral 

yang terkena dampak risiko ekologis; (ii) 

partisipasi dan pertimbangan kritis 

masyarakat dan perwakilan komunitas pada 

keseluruhan aspek administratif dalam 

pengambilan keputusan mengenai 

lingkungan hidup; (iii) pendekatan 

kewaspadaan dalam memastikan 

minimalisasi risiko terhadap masyarakat 
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luas; (iv) distribusi yang adil atas berbagai 

risiko yang diterima melalui proses 

demokratis dengan memperhatikan berbagai 

sudut pandang semua pihak, baik yang 

terkena dampak maupun kelompok advokasi 

kepentingan publik; dan (v) ganti rugi dan 

kompensasi bagi pihak-pihak yang terkena 

dampak masalah ekologi (Dunne, 2013).  

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa 

teori hijau dalam HI dapat terbagi kedalam 

dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup 

ekonomi politik internasional/EPI 

(international political economy/ IPE) yang 

menawarkan analisis alternatif permasalahan 

ekologi global. Yang lainnya adalah ruang 

lingkup normatif atau dikenal dengan 

kosmopolitan hijau (green cosmopolitan) 

yang mengartikulasikan beberapa norma 

baru dalam keadilan lingkungan hidup dan 

demokrasi hijau di semua tingkat 

pemerintahan. Berdasarkan kedua ruang 

lingkup tersebut, EPI & normatif, teori hijau 

telah menantang pendekatan rasionalis yang 

dominan pada empat tingkatan. Pertama, 

perhatian kritis pada tujuan normatif yang 

dilayani oleh pendekatan rasionalis dengan 

mengungkap beberapa asumsi mengenai 

lingkungan hidup yang problematis dan nilai-

nilai etika yang tersirat dalam analisis 

neorealis dan neoliberal. Kedua, teoritisi teori 

hijau HI menambahkan bobot pada kritik 

terhadap pendekatan rasionalis yang 

dipelopori oleh para ahli teori kritis dan 

konstruktivis; Ketiga, teoritisi teori hijau HI 

mengarahkan perhatian kritis pada berbagai 

agen dan struktur sosial yang menghalangi 

negosiasi berbagai rezim yang lebih ramah 

lingkungan. Terakhir, teoritisi teori hijau HI 

mengeksplorasi peran, bentuk, dan  tata 

kelola non-negara yang ‘deteritorialisasi’, 

mulai dari inisiatif transnasional yang 

dilakukan oleh LSM lingkungan hingga 

praktik tata kelola swasta di perusahaan 

industri dan keuangan (Dunne, 2013). 

Menurut Steans dan rekan, dalam 

mempersoalkan permasalahan lingkungan 

dalam HI, terdapat dua perbedaan pandangan 

yaitu berpikiran hijau (thingking green) atau 

antroposentris yang identik dengan berpusat 

pada manusia (human-centred) dan 

menggambarkan pandangan dunia yang 

melihat persoalan lingkungan hidup murni 

dari sudut pandang kemanusiaan; sedangkan 

pemikiran hijau (green thought) atau 

ekosentris (ecocentric) yang identik dengan 

berpusat pada  alam  (nature-centered) dan 

menggambarkan upaya untuk 

memprioritaskan dan mengistimewakan 
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alam dalam mencapai resep untuk tatanan 

masyarakat dan hubungan internasional. 

Selain itu terdapat pula dua klasifikasi 

mengenai environmentalisme yaitu paham 

lingkungan hidip yang dangkal (shallow 

environmentalism), bahwa permasalahan 

lingkungan hidup dapat diselesaikan dalam 

sistem organisasi sosial, politik dan ekonomi 

manusia kontemporer; serta paham 

lingkungan hidup paham lingkungan yang 

yang dalam (deep environmentalism), 

pandangan bahwa satu-satunya cara untuk 

menjaga masa depan umat manusia dan 

spesies lainnya adalah dengan mengubah 

secara radikal struktur sosial, politik dan 

ekonomi dalam masyarakat manusia (Steans, 

et.all 2010). 

 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development) 

Pembangunan ekonomi yang cukup 

masif sebagai akibat dari proses 

industrialisasi dan modernisasi telah 

membawa dampak yang signifikan terhadap 

kelestarian lingkungan hidup. Hal ini didasari 

dari produksi kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas terkait dengan kapasitas sumber daya 

alam yang cukup terbatas, sehingga apabila 

fenomena tersebut terjadi secara 

berkelanjutan akan berpotensi 

menyebabkaan kerusakan lingkungan hidup 

yang cukup parah di masa depan dan secara 

global. Fenomena pembangunan ekonomi 

yang timpang tersebut juga telah terdapat 

dalam buku yang berjudul “The Limit to 

Growth” pada tahun 1972 yang 

menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi 

sangat dibatasi oleh ketersediaan potensi 

alam yang terbatas sehingga produksi yang 

bersumber dari sumber daya alam yang 

lingkupnya terbatas tidak dapat dilakukan 

secara berkelanjutan (Meadows et al, 1972). 

Hal inilah yang kemudian mendorong 

perlunya pembangunan yang tidak hanya 

memperhatikan pertumbuhan ekonomi 

semata, melainkan juga perlu memperhatikan 

ketersediaan sumber daya alam. 

Konsep pembangunan (development) 

didefinisikan sebagai sebuah proses 

metamorfosis dari peningkatan kapabilitas 

manusia yang telah memprakarsai kerangka 

kerja baru dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan, melakukan penyesuaian 

terhadap perubahan yang berkelanjuan dan 

berupaya dalam mencapai suatu tujuan baru 

dengan kreatif (Peet 1999). Hal ini 

ditegaskan kembali oleh Todaro dan Smith 

yang mendefinisikan pembangunan sebagai 

sebuah proses yang melibatkan perubahan 

dalam berbagai aspek social, ekonomi, dan 

institusional, dengan tujuan mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 
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pengurangan kesenjangan, serta 

penghapusan kemiskinan (Smith 2006). 

Namun, terlepas dari pembangunan dalam 

ekonomi, terdapat pula elemen penting yang 

berkaitan dalam menginterpretasikan 

pembangunan yang erat kaitannya dengan 

globalisasi, salah satunya adalah hubungan 

budaya antar negara. Berkaitan dengan 

konsep mengenai pembangunan, maka 

diperlukan paradigma pembangunan global 

yang komprehensif yaitu integrasi antara 

konsep keberlanjutan dan pembangunan. 

Secara umum,  keberlanjutan 

(sustainability) memiliki arti kemampuan 

atau kapasitas dalam mempertahankan 

beberapa entitas, hasil atau proses dari waktu 

ke waktu (Basiago 1999). Namun, dalam 

konteks pembangunan maka keberlanjutan 

memiliki arti meningkatkan dan 

mempertahankan berbagai aspek dalam 

kehidupan bermasyarakat dan pembangunan 

manusia seperti sistem ekonomi, ekologi, dan 

sosial yang sehat (Mensah 2019). Oleh 

karena itu, dalam memahami secara 

komprehensif pembangunan berkelanjutan 

maka hal tersebut akan berkaitan dengan 

kebijakan publik dan agenda pembangunan 

global. Dengan demikian, hal tersebut akan 

bertransformasi menjadi sebuah paradigma 

sekaligus konsep pembangunan yang 

menyerukan peningkatan taraf hidup tanpa 

membawa dampak negatif yang signifikan 

terhadap ekosistem bumi atau menimbulkan 

tantangan lingkungan (Browning and 

Rigolon 2019). 

Menurut Laporan Brundtland yang 

diterbitkan oleh World Commission on 

Environment and Development pada tahun 

1987, Our Common Future, pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan generasi sekarang 

tanpa mengorbankan kebutuhan generasi 

mendatang (Assembly 1987). Hasil laporan 

tersebut berupaya menjembatani hubungan 

antara isu perkembangan ekonomi dan 

kestabilan lingkungan yang begitu masif. 

Secara spesifik, perkembangan ekonomi 

global memiliki dampak terhadap lingkungan 

hidup sehingga hadirnya konsepsi mengenai 

pembangunan berkelanjutan bertujuan agar 

dapat mempertahankan kemajuan ekonomi 

yang dibarengi dengan perlindungan atas 

nilai-nilai lingkungan dalam jangka panjang. 

Oleh karena itu, dibutuhkanlah kerangka 

kerja dalam mengintegrasikan kebijakan 

lingkungan hidup dan strategi pembangunan 

melalui kerangka kerja pembangunan 

berkelanjutan. 
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Pada tahun 1992, The United Nations 

Conference on Environment and 

Development (UNCED) diselenggarakan di 

Rio de Janeiro untuk mempromosikan 

pembangunan ekonomi, mengurangi 

kemiskinan, dan melestarikan serta 

melindungi sistem ekologi bumi  atau dikenal 

dengan The Earth Summit. Di dalam 

konfrensi tersebut, melahirkan beberapa 

luaran yaitu pembentukan lembaga-lembaga 

baru yang ditujukan untuk pembangunan 

berkelanjutan, termasuk United Nations 

Commission on Sustainable Development; 

penandatanganan dua perjanjian lingkungan 

hidup yang baru yaitu the United Nations 

Framework Convention on Climate Change 

and the Convention on Biological Diversity; 

serta penerapan the Rio Declaration on 

Environment and Development, Agenda 21, 

dan the Statement of Forest Principles (IISD 

2023). 

Konsep keberlanjutan dalam 

pembangunan ekonomi sendiri memerlukan 

setidaknya tiga alasan utama, yaitu alasan 

moral, ekologi dan ekonomi. Moral dimaknai 

dengan tidak mengelola sumber daya alam 

secara destruktif yang berpotensi merusak 

lingkungan sehingga tidak dapat 

dimanfaatkan kembali oleh generasi 

selanjutnya. Ekologi, keanekagaraman hayati 

atau sumber daya alam memiliki nilai 

ekologis yang tinggi sehingga aktivitas 

ekonomi yang memanfaatkan 

keanekaragaman tersebut harus 

memperhatikan nilai ekologis tersebut dan 

tidak mengancam eksistensi mereka;. 

Ekonomi, keberlanjutan dari sisi ekonomi 

dibatasi pada kesejahteraan antar generasi 

(Fauzi 2004). Hal ini juga erat dikaitkan 

dengan hasil integrasi antara ekonomi, 

lingkungan dan masyarakat secara luas. 

Sebagimana menurut Kolk bahwa 

pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 

melalui integrasi proses pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan masalah 

ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial (Kolk 

2016).  

Menurut Taylor, terdapat tiga fokus 

utama dalam pembangunan berkelanjutan, 

meliputi pertumbuhan ekonomi, pelestarian 

lingkungan dan keadilan sosial. Oleh karena 

itu, landasan dasar dalam pembangunan 

berkelanjutan terdiri dari tiga pondasi utama 

yaitu keberlanjutan ekonomi (economic 

sustainability); keberlanjutan sosial (social 

sustainability); dan kelestarian lingkungan 

hidup (environmental sustainability).  

Keberlanjutan ekonomi merupakan 

salah satu pilar dalam pembangunan 

berkelanjutan yang berfokus pada sistem 

produksi yang berupaya dalam memenuhi 

tingkat konsumsi masyarakat tanpa 
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mengorbankan dan memberikan dampak 

negatif terhadap pemenuhan kebutuhan di 

masa depan. Hal yang perlu dilakukan dalam 

memprioritaskan aspek ini adalah bagaimana 

keputusan dari keberlanjutan ekonomi dapat 

dilakukan secara adil dengan 

mempertimbangkan aspek keberlanjutan 

(Zhai and Chang 2018)  

Keberlanjutan sosial, merupalkaln sallalh 

saltu komponen fundalmentall dallalm 

pembalngunaln berkelalnjutaln yalng berupalyal 

untuk mencalpali kesetalralaln, pemberdalyalaln, 

alksesibilitals, palrtisipalsi, identitals budalyal 

daln stalbilitals kelembalgalaln (H. E. Dally, 

1992). Nalmun, secalral mendalsalr 

keberlalnjutaln sosiall berkalitaln dengaln 

hubungaln alntalral kondisi sosiall seperti 

kemiskinaln daln kerusalkaln lingkungaln 

(Falralzmalnd, 2018) 

Kelestarian lingkungan hidup 

merupalkaln sallalh saltu pilalr dallalm 

pembalngunaln berkelalnjutaln yalng berfokus 

paldal lingkungaln daln balgalimalnal menjalgal 

produktivitals lingkungaln algalr tetalp 

berkelalnjutaln daln talngguh dallalm membalntu 

memelihalral kehidupaln malnusial. Dallalm hall 

ini, kelestalrialn lingkungaln berkalitaln eralt 

dengaln keselalmaltaln daln keutuhaln ekosistem 

sertal kemalmpualn lingkungaln allalm untuk 

mendukung kehidupaln, sehinggal dallalm 

pelestalrialn lingkungaln perlu memalnfalaltkaln 

allalm secalral berkelalnjutaln sebalgali sumber 

input ekonomi daln sebalgali penyeralp limbalh 

(Dally, 1996; Talliere, 2006). Oleh kalrenal itu, 

sumber dalyal allalm halrus diolalh tidalk lebih 

cepalt dalri kemalmpualn regeneralsinyal, 

sedalngkaln salmpalh halrus dibualng tidalk lebih 

cepalt dalri kemalmpualn lingkungaln dallalm 

mengalsimilalsinyal (Evers 2018). 

Berkalitaln dengaln perkembalngaln 

pembalngunaln berkelalnjutaln, pembalngunaln 

berkelalnjutaln telalh berkembalng dallalm 

beberalpal dekalde teralkhir yalng kemudialn 

dikenall dengaln Sustalinalble Development 

Goalls (SDGs) sebalgali tindalklalnjut dalri 

Millennium Development Goalls (MDGs). 

MDGs merupalkaln sualtu progralm 

pembalngunaln berkelalnjutaln secalral globall 

yalng memiliki 8 tujualn sertal berlalku sejalk 

talhun 2000 hinggal 2015. Progralm ini 

bertujualn untuk memeralngi kemiskinaln, 

kelalpalraln, penyalkit, butal huruf, degraldalsi 

lingkungaln daln diskriminalsi terhaldalp 

perempualn (WHO 2018). Nalmun, dengaln 

ketidalkmalmpualn dallalm mencalpali kedelalpaln 

tujualn tersebut malkal diperkenallkalnlalh 

progralm SDGs dallalm melalnjutkaln algendal 

pembalngunaln. PBB pun menyetujui ALgendal 
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2030 yalng berlalku sejalk talhun 2015 dengaln 

17 tujualn, daln 169 talrget yalng halrus dicalpali 

paldal talhun 2030 (WHO 2018). 

 

METODE PENELITIALN 

Metode penelitialn yalng digunalkaln 

aldallalh metode kuallitaltif deskriptif. Peneliti 

mengalnallisis permalsallalhaln dengaln 

mendeskripsikalnnyal secalral sistemaltis daln 

bersifalt allalmialh altalu berdalsalrkaln falktal yalng 

terjaldi di lalpalngaln. Penggunalaln metode 

tersebut dilalkukaln untuk memalhalmi objek 

penelitialn secalral rinci daln balgalimalnal 

pengalplikalsialn objek penelitialn di lalpalngaln. 

Sumber daltal dallalm penelitialn ini aldallalh 

sumber daltal sekunder yalitu dokumen-

dokumen resmi pemerintalh yalng berkalitaln 

dengaln pelalksalnalaln progralm SDGs periode 

2017-2019 besertal calpalialnnyal, terkhusus 

mengenali Tujualn-13 yalng berfokus paldal 

penalngalnaln perubalhaln iklim. Selalin itu, 

peneliti menggunalkaln metode studi literaltur 

dari berbalgali dokumen, jurnall, lalporaln daln 

berbalgali literaltur lainnya yalng mendukung. 

Selanjutnya peneliti menginterpretalsikaln 

daltal-daltal yalng didalpaltkaln daln kemudialn 

dialnallisis lebih mendallalm. Teknik alnallisis 

daltal dallalm penelitialn ini aldallalh dengaln 

mereduksi daln menyaljikaln daltal, sertal 

melalkukaln penalrikaln kesimpulaln/verifikalsi. 

 

HALSIL DALN PEMBALHALSALN 

Realisasi Sustainable Development Goals 

Tujuan-13.1.3  Tahun 2017-2019 

Perubalhaln iklim merupalkaln isu sensitif 

daln dialnggalp sebalgali sallalh saltu alncalmaln 

serius secalral globall. Dengaln potensi yalng 

dihalsilkaln dalri perubalhaln iklim yalng 

semalkin meningkalt mewaljibkaln negalral-

negalral untuk mengalplikalsikaln progralm 

pembalngunaln berkelalnjutaln untuk 

menalngalni dalmpalk pembalngunaln yalng 

semalkin meningkalt. Sebelumnyal, progralm 

pembalngunaln berkelalnjutaln telah 

termalnifestalsikaln melallui MDGs yalng 

berfokus paldal pembalngunaln berkelalnjutaln 

dengaln delapan tujualn yalitu sebalgali berikut 

(Wahyuningsih, 2017): (1) Memeralngi 

kemiskinaln daln kelalpalraln ekstrem; (2) 

Mencalpali pendidikaln dalsalr universall; (3) 

Mendorong kesetalralaln gender daln 

memberdalyalkaln perempualn; (4) Menguralngi 

alngkal kemaltialn alnalk; (5) Meningkaltkaln 

kesehaltaln ibu; (6) Pemberalntalsaln HIV/ALIDs, 

mallalrial, daln penyalkit lalinnyal; (7) Menjalmin 

kelestalrialn lingkungaln hidup; (8) 

Mengembalngkaln kemitralaln globall untuk 

pembalngunaln. 

Progralm tersebut berlalngsung selalmal 

15 talhun yalng bermulal paldal talhun 2000 

hinggal 2015, daln telalh mencalpali berbalgali 

talrget yalng telalh ditetalpkaln. Nalmun, 
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pencalpalialn talrget dalri MDGs belum 

mencalpali keseluruhaln talrget yalng 

ditetalpkaln. Oleh karena itu, dibentuk sebualh 

pembalrualn daln pengembalngaln dalri progralm 

pembalngunaln berkelalnjutaln berdalsalrkaln 

konferensi PBB tentalng pembalngunaln 

berkelalnjutaln (the United Naltions 

Conference on Sustalinalble Development), 

yalng dilalkukaln di Rio de Jalneiro paldal talhun 

2012. Konferensi tersebut berupalyal untuk 

mendorong pengembalngaln SDGs sebalgali 

bentuk balru dalri MDGs daln alkaln 

berlalngsung palscal talhun 2015 hinggal 2030.  

SDGs aldallalh pengembalngaln dalri 

progralm MDGs sehinggal aldalnyal 

pengembalngaln tersebut dihalralpkaln dalpalt 

memperkualt skemal pembalngunaln 

berkelalnjutaln yalng lebih komprehensif dalri 

sebelumnyal. Kalralkteristik dalri SDGs aldallalh 

tujualn daln talrget pembalngunalnnyal salling 

bergalntung daln berkalitaln saltu salmal lalin daln 

dalpalt berimplikalsi secalral inklusif balik 

terhaldalp konteks globall malupun nalsionall 

(Tosun and Leininger 2017). Di dallalmnyal 

telalh mencalkup 17 tujualn, 169 talrget daln 241 

indikaltor yalng mencalkup berbalgali alspek 

utalmal mengenali malnusial, kemalkmuraln, 

plalnet bumi, perdalmalialn, daln kemitralaln, 

termalsuk penalngalnaln perubalhaln iklim yalng 

terdalpalt paldal Tujualn 13. 

Tujualn-13 dalri SDGs mengenali 

penalngalnaln perubalhaln iklim memiliki tigal 

talrget yalitu sebalgali berikut: 

1. Pengualtaln ketalhalnaln daln kalpalsitals 

aldalptalsi terhaldalp bencalnal berkalitaln 

dengaln iklim daln bencalnal allalm;  

2. Mengintegralsikaln lalngkalh 

penalngalnaln perubalhaln iklim ke 

dallalm kebijalkaln, straltegi daln 

perencalnalaln nalsionall; sertal  

3. Meningkaltkaln pendidikaln, kesaldalraln 

daln kalpalsitals malnusial daln lembalgal 

untuk mitigalsi, aldalptalsi, penurunaln 

dalmpalk daln peringaltaln dini terhaldalp 

perubalhaln iklim (Murniningtyals, 

2018) 

Dallalm mereallisalsikaln SDGs Tujualn-

13 di Indonesial dallalm periode 2017-2019, 

Presiden Joko Widodo telalh menalndaltalngali 

Peralturaln Presiden Nomor 59 Talhun 2017 

tentalng Pelalksalnalaln Pencalpalialn Tujualn 

Pembalngunaln Berkelalnjutaln. Reallisalsi 

Tujualn Pembalngunaln Berkelalnjutaln 

(SDGs/TPB) mengalcu paldal Petal Jallaln 

(Roaldmalp) Nalsionall Tujualn Pembalngunaln 

Berkelalnjutaln; Rencalnal ALksi Nalsionall 

(RALN) periode 2017-2019, sertal Rencalnal 
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ALksi Daleralh (RALD) yalng dibualt oleh 

Pemerintalh Daleralh Periode 2017-2019: (1) 

Petal Jallaln Nalsionall Tujualn Pembalngunaln 

Berkelalnjutaln aldallalh dokumen alralh 

kebijalkaln straltegis dallalm pencalpalialn talrget 

tujualn pembalngunaln berkelalnjutaln talhun 

2017 hinggal talhun 2030 yalng sesuali dengaln 

salsalraln pembalngunaln nalsionall; (2) Rencalnal 

ALksi Nalsionall (RALN) aldallalh dokumen yalng 

memualt progralm daln kegialtaln rencalnal kerjal 

5 (limal) talhunaln untuk pelalksalnalaln berbalgali 

kegialtaln yalng secalral lalngsung daln tidalk 

lalngsung mendukung pencalpalialn tujualn 

pembalngunaln berkelalnjutaln yalng sesuali 

dengaln salsalraln nalsionall; sedalngkaln; (3) 

Rencalnal ALksi Daleralh (RALD) merupalkaln 

dokumen perencalnalaln limal talhunaln di 

tingkalt provinsi yalng bertujualn untuk 

menjallalnkaln alktivitals yalng terlibalt lalngsung 

malupun tidalk lalngsung, yalng mendukung 

pencalpalialn tujualn pembalngunaln 

berkelalnjutaln selalrals dengaln  talrget 

pembalngunaln daleralh. 

Berikut aldallalh talbel palralmeter dallalm 

mengukur ketercalpalialn  SDGs/TPB. 

 

Talbel 1 Palralmeter Ketercalpalialn Tujualn-13 TPB di Indonesial
Tujualn 
Globall 

Salsalraln Globall Salsalraln nalsionall 
RPJMN 2015-2019 

Instalnsi Pelalksalnal 

 
 
 
Mengalmbil 
tindalkaln 
cepalt untuk 
mengaltalsi 
perubalhaln 
iklim daln 
dalmpalknyal 

Memperkualt 
kalpalsitals ketalhalnaln 
daln aldalptalsi terhaldalp 
balhalyal terkalit iklim 
daln bencalnal allalm di 
semual negalral 

Menurunnyal Indeks 
Risiko Bencalnal melallui 
straltegi penguralngaln 
risiko bencalnal tingkalt 
nalsionall daln daleralh 
hinggal talhun 2019. 

Kementerialn Koordinaltor Bidalng 
Pembalngunaln Malnusial daln Kebudalyalaln; 
Kementerialn Perencalnalaln Pembalngunaln 
Nalsionall/Balppenals;  
Kementerialn Keualngaln; Baldaln Nalsionall 
Penalnggulalngaln Bencalnal;  
Kementerialn Dallalm Negeri;  
Pemerintalh Daleralh Provinsi;  
Pemerintalh Daleralh Kalbupalten/Kotal. 

Mengintegralsikaln 
tindalkaln alntisipalsi 
perubalhaln iklim ke 
dallalm kebijalkaln, 
straltegi daln 
perencalnalaln nalsionall 

Terwujudnyal 
penyelenggalralaln 
inventalrisalsi Gals Rumalh 
Kalcal (GRK), sertal 
monitoring, pelalporaln daln 
verifikalsi Emisi GRK yalng 
dilalporkaln dallalm 
dokumen Bienniall Updalte 
Report (BUR) ke-3 hinggal 
talhun 2019 (2015: 
dokumen BUR ke-1). 

Kementerialn Koordinaltor Bidalng 
Perekonomialn;  
Kementerialn Perencalnalaln Pembalngunaln 
Nalsionall/Balppenals;  
Kementerialn Keualngaln;  
Kementerialn Lingkungaln Hidup daln 
Kehutalnaln;  
Pemerintalh Daleralh Provinsi;  
PemerintalhDaleralh Kalbupalten/Kotal. 

Sumber: (Peralturaln Presiden Republik Indonesial No. 59 Talhun 2017 Tentalng Pelalksalnalaln Pencalpalialn Tujualn 
Pembalngunaln Berkelalnjutaln, 2017) 
 

Berdalsalrkaln Talbel 1 di altals, Tujualn-

13.1.3  TPB mengalcu paldal salsalraln globall 

berupal peningkaltaln kekualtaln daln 

kemalmpualn dallalm menghaldalpi alncalmaln 
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terkalit dengaln perubalhaln iklim daln bencalnal 

allalm di seluruh negalral, dengaln fokus paldal 

pencalpalialn tujualn nalsionall berdalsalrkaln 

RPJMN aldallalh menguralngi Indeks Risiko 

Benalnal melallui implementalsi straltegi 

penguralngaln risiko bencalnal di tingkalt 

nalsionall daln daleralh hinggal talhun 2019. 

Secalral spesifik, berikut aldallalh poin indikaltor 

dallalm SDGs Tujualn-13 yalitu sebalgali 

berikut. 

 

 

Talbel 2. Tujualn-13 TPB daln Indikaltor Pencalpalialn 
Tujualn-13 Penalngalnaln Perubalhaln Iklim 
Indikaltor 13.1.1 Jumlalh korbaln meninggall, hilalng daln terkenal dalmpalk bencalnal per 100.000 oralng 
Indikaltor 13.1.2 Rencalnal daln implementalsi straltegi nalsionall penalnggulalngaln bencalnal yalng selalrals dengaln the 

Sendali Fralmework for Disalster Risk Reduction 2015-2030 
Indikaltor 13.1.3 Persentalse pemerintalh daleralh yalng mengaldopsi daln meneralpkaln straltegi penalnggulalngaln 

bencalnal daleralh yalng selalrals dengaln rencalnal/straltegi nalsionall penalnggulalngaln bencalnal 
Indikaltor 13.2.1 Terwujudnyal penyelenggalralaln inventalrisalsi gals rumalh kalcal (GRK), sertal monitoring, 

pelalporaln daln verifikalsi emisi GRK yalng dilalporkaln dallalm dokumen Bienniall Updalte Report 
(BUR) daln Naltionall Communicaltions 

Indikaltor 13.2.2 Jumlalh emisi gals rumalh kalcal (GRK) per talhun 
Indikaltor 13.2.2. 
(al) 

Potensi penurunaln emisi gals rumalh kalcal (GRK) 

Indikaltor 
13.2.2.(b) 

Potensi penurunaln intensitals emisi gals rumalh kalcal (GRK) 

Indikaltor 
13.3.1.(al) 

Jumlalh saltualn pendidikaln formall daln lembalgal/komunitals malsyalralkalt peduli daln berbudalyal 
lingkungaln hidup 

Indikaltor 
13.al.1.(al) 

Jumlalh dalnal publik (budget talgging) untuuk pendalnalaln perubalhaln iklim 

Sumber: (PPN/Balppenals, 2020al)

Sebalgalimalnal yalng dalpalt dialmalti 

pada Tabel 2, Tujualn-13.1.3  TPB memiliki 

indikaltor berupal persentalse pemerintalh 

daleralh yalng mengaldopsi daln melalksalnalkaln 

straltegi penalnggulalngaln bencalnal di tingkalt 

lokall yalng sejallaln dengaln rencalnal daln 

straltegi nalsionall penalnggulalngaln bencalnal. 

Berkalitaln dengaln straltegi penalnggulalngaln 

bencalnal, Pemerintalh Indonesial telalh 

merumuskaln berbalgali upalyal dallalm 

peneralpaln penalngalnaln perubalhaln iklim yalitu 

melallui dokumen Rencalnal Penalnggulalngaln 

Bencalnal Daleralh (RPBD), Rencalnal ALksi 

Daleralh Penalnggulalngaln Bencalnal (RALD 

PB), sertal Rencalnal ALksi Daleralh ALdalptalsi 

Perubalhaln Iklim (RALD ALPI). Halsil 

pencalpalialn dalri ketigal upalyal tersebut alkaln 

dilalporkaln melallui lalporaln talhunaln Baldaln 

Nalsionall Penalnggulalngaln Bencalnal (BNPB) 

sertal lalporaln talhunaln Kementerialn 
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PPN/Balppenals (PPN/Balppenals, 2018, 

2020al). Berdalsalrkaln lalporaln dalri BNPB 

mengenali persentalse jumlalh Kalbupalten/Kotal 

yalng telalh memiliki rencalnal alksi daleralh 

penalnggulalngaln bencalnal, berikut aldallalh 

talrget daln reallisalsi dalri RALD-PB talhun 2017 

hinggal 2019.  

 

 

Talbel 3. Persentalse Reallisalsi Integralsi RALD-PB melallui Talhun 2017-2019 

Indikaltor Kinerjal 
Utalmal 

2017 2018 2019 
Talrget Reallisalsi Talrget Reallisalsi Talrget Reallisalsi 

Persentalse 
Kalbupalten/Kotal 
yalng 
mengintegralsikaln 
kaljialn risiko 
bencalnal dallalm 
pembalngunaln 
daleralh 

25% 26,50% 40% 32,30% 50% 35,21% 

Sumber: (BNPB 2020b) 

 
Sebalgalimalnal yalng dalpalt dialmalti paldal 

Talbel 3 di altals, terlihalt paldal talhun 2017 

talrget yalng ditetalpkaln untuk indikaltor 

kinerjal yalitu 25 persen dengaln reallisalsi 

sebesalr 26,50 persen dalri 514 

Kalbupalten/Kotal di Indonesial, yalng 

menalndalkaln balhwal progralm tersebut telalh 

berjallaln secalral efektif dengaln reallisalsi telalh 

mencalpali talrget. Paldal talhun 2018, talrget 

sebesalr 40 persen dengaln reallisalsi sebesalr 

32,30 persen  dalri 514 Kalbupalten/Kotal di 

Indonesial dimalnal ini menalndalkaln balhwal 

reallisalsi belum berhalsil mencalpali salsalraln 

yalng telalh ditetalpkaln. Kemudialn paldal talhun 

2019, talrget pencalpalialn sebesalr 50 persen 

dengaln reallisalsi sebesalr 35,21 persen altalu 

181 Kalb/Kotal dalri 514 Kalbupalten/Kotal di 

Indonesial dimalnal ini menalndalkaln balhwal 

reallisalsi belum mencalpali talrget yalng telalh 

ditetalpkaln.  Hall ini menunjukkaln balhwal 

pengintegralsialn kaljialn risiko bencalnal dallalm 

proses pembalngunaln wilalyalh oleh 

pemerintalh daleralh belum sepenuhnyal 

terwujud altalu belum mencalpali talrget 

sehinggal hall ini menalndalkaln balhwal 

pemerintalh malsih perlu meningkaltkaln 

upalyalnyal dallalm pengintegralsialn kaljialn 

risiko bencalnal dallalm pembalngunaln daleralh 

di malsal depaln. 

Terdalpalt beberalpal talntalngaln yalng 

dihaldalpi terkalit dengaln isu kebencalnaln yalitu 

lemalhnyal koordinalsi daln kalpalsitals berbalgali 

stalkeholder, aldalnyal risiko bencalnal yalng 

tinggi, rendalhnyal ketalngguhaln kalwalsaln 
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urbaln, tidalk semual kepallal daleralh memiliki 

tekald untuk mengintegralsikaln kaljialn risiko 

bencalnal dallalm proses pembalngunaln daleralh, 

pemerintalh daleralh menyusun dokumen RPD 

daln Kaljialn Risiko Bencalnal (KRB) secalral 

bersalmalaln terlebih, nalmun dokumen KRB 

daln  Petal Risiko yalng belum sepenuhnyal 

dipalhalmi oleh Pemerintalh Daleralh. Selalin itu, 

terdalpalt keterbaltalsaln dallalm ketersedialaln 

daltal daln informalsi, sertal kuralngnyal 

efektivitals koordinalsi alntalral pemerintalh 

daleralh daln pusalt (BNPB, 2020b; 

PPN/Balppenals, 2020b). 

Dallalm teori hijalu, dipalhalmi balhwal 

tujualn dalsalr dalri teori hijalu, yalitu (i) 

menguralngi risiko ekologis secalral 

menyeluruh; daln (ii) menghindalri penyalluraln 

daln pemindalhaln risiko yalng tidalk aldil, balik 

itu dallalm konteks rualng malupun walktu 

kepaldal pihalk ketigal yalng tidalk bersallalh. Di 

lalin sisi, permalsallalhaln lingkungaln hidup 

dallalm HI, terdalpalt dual perbedalaln palndalngaln 

yalitu thingking green altalu alnthropocentric 

daln green thought altalu ecocentric; sertal 

shalllow environmentallism daln deep 

environmentallism Dallalm hall ini, Tujualn-

13.1.3  direallisalsikaln dengaln tujualn untuk 

menguralngi risiko ekologis secalral 

menyeluruh daln meraltal ke seluruh Kalb/Kotal 

di Indonesial yalng mencalkup sebalnyalk 514 

Kalb/Kotal. Upalyal dallalm pemeraltalaln 

penalngalnaln penalngalnaln bencalnal sebalgali 

dalmpalk dalri perubalhaln iklim aldallalh hall yalng 

perlu diprioritalskaln. Selalin itu, mengenali 

pencegalhaln eksternallisalsi daln pengallihaln 

risiko yalng tidalk aldil, melallui rualng daln 

walktu, kepaldal pihalk ketigal yalng tidalk 

bersallalh BNPB melalkukaln kolalboralsi 

dengaln pihalk terkalit dengaln proporsionall 

daln pengallihaln risiko yalng aldil didallalmnyal. 

Oleh kalrenal itu, dalpalt pulal disimpulkaln 

balhwal reallisalsi SDGs Tujualn-13.1.3  

termalsuk kedallalm kaltegori thingking 

green/alnthropocentric yalitu reallisalsi altals 

palndalngaln dunial yalng melihalt persoallaln 

lingkungaln hidup murni dalri sudut palndalng 

kemalnusialaln; sertal dalpalt diklalsifikalsikaln 

sebalgali shalllow environmentallism, 

palndalngaln balhwal permalsallalhaln lingkungaln 

dalpalt diselesalikaln dallalm sistem orgalnisalsi 

sosiall, politik daln ekonomi malnusial 

kontemporer, yalng termalnifestalsikaln 

kedallalm bentuk SDGs.  

Paldal talhun 2017, telalh terjaldi 2.862 

peristiwal bencalnal allalm di Indonesial yalng 

didominalsi oleh tiga bencalnal yalitu balnjir 

(979 kejaldialn), puting beliung (886 kejaldialn) 

daln talnalh longsor (848 kejaldialn). Kejaldialn 
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bencalnal tersebut tersebalr di seluruh 

Indonesial dengaln 13,5 persen bencalnal terjaldi 

di Sumalteral, 63,7 persen terjaldi di Jalwal, daln 

22,8 persen sisalnyal tersebalr di seluruh 

Indonesial. Bencalnal tersebut jugal menelaln 

korbaln sejumlalh 378 korbaln jiwal daln 

berbalgali kerusalkaln lalinnyal (BNPB 2018).  

Paldal talhun 2018, telalh terjaldi 3397 

kejaldialn bencalnal yalng didominalsi oleh 3 

jenis bencalnal utalmal, yalitu puting beliung 

dengaln (1113 kejaldialn), balnjir dengaln (871 

kejaldialn),  daln talnalh longsor (615 kejaldialn). 

Kejaldialn bencalnal tersebut menyebalr di 

seluruh Indonesial dengaln 24,5 persen  

bencalnal terjaldi di Sumalteral, 44 persen terjaldi 

di Jalwal, daln 31,5 persen sisalnyal tersebalr di 

seluruh Indonesial. Bencalnal tersebut jugal 

menyebalbkaln 4719 korbaln jiwal daln berbalgali 

kerusalkaln lalinnyal (BNPB 2019).  

Paldal talhun 2019, tercaltalt aldalnyal 3814 

insiden bencalnal yalng utalmalnyal dipengalruhi 

oleh tiga  jenis bencalnal yalng palling dominaln 

yalitu puting beliung (1387 kejaldialn), balnjir 

(784 kejaldialn), daln KALRHUTLAL (746 

kejaldialn). Kejaldialn bencalnal tersebut tersebalr 

di seluruh Indonesial dengaln 17,1 persen 

bencalnal terjaldi di Sumalteral, sebalnyalk 62,9 

persen dalri totall kejaldialn bencalnal terjaldi di 

wilalyalh Jalwal daln Balli, sementalral 9,15 

persen terjaldi di Kallimalntaln, 6,3 persen 

terjaldi di Sulalwesi, daln 4,5 persen terjaldi di 

Palpual, Malluku daln Nusal Tenggalral Timur 

sertal  0,5 persen sisalnyal tersebalr di wilalyalh 

lalinnyal. Bencalnal tersebut jugal menelaln 

korbaln sebalnyalk 589 korbaln jiwal daln 

berbalgali kerusalkaln lalinnyal (BNPB, 2020al). 

Berikut aldallalh talbel kejaldialn bencalnal dallalm 

rentalng talhun 2017-2019.

 
Talbel 4. Kejaldialn Bencalnal dallalm Rentalng Talhun 2017-2019 

Talhun Totall 
Kejaldialn 
Bencalnal 

Kejaldialn Bencalnal Korbaln Jiwal 
Bencalnal yalng diallalmi Balnyalk 

Kejaldialn 
2017 2.862 Balnjir 979 378 

Puting Beliung 886 
Talnalh Longsor 848 

2018 3.397 Puting Beliung 1.113 4.719 
Balnjir 871 
Talnalh Longsor 615 

2019 3.814 Puting Beliung 1.387 589 
Balnjir 784 
Kalrhutlal 746 

Sumber: (BNPB, 2018, 2019, 2020al) 

 
Berdalsalrkaln beberalpal kejaldialn 

bencalnal dallalm rentalng talhun 2017-2019 

(lihat Tabel 4) daln implementalsi kaljialn risiko 

bencalnal dallalm proses pembalngunaln wilalyalh 
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oleh pemerintalh daleralh untuk reallisalsi SDGs 

Tujualn-13.1.3  aldallalh hall yalng halrus 

dilalksalnalkaln, daln reallisalsi tersebut selalrals 

dengaln pendekaltaln teori hijalu. Dallalm 

pendekaltaln pembalngunaln berkelalnjutaln, 

sebalgalimalnal menurut Talylor terdalpalt tigal 

pilalr yalitu keberlalnjutaln ekonomi; 

keberlalnjutaln sosiall; daln kelestalrialn 

lingkungaln hidup. Paldal reallisalsi SDGs 

Tujualn-13.1.3  lebih menekalnkaln paldal 

kelestalrialn lingkungaln dimalnal balnyalknyal 

kejaldialn bencalnal yalng diallalmi malkal 

malsyalralkalt perlu memperhaltikaln balgalimalnal 

lingkungaln tersebut dalpalt tetalp produktif daln 

talngguh dallalm mendukung kehidupaln 

malnusial.  

Peneralpaln pendekaltaln pencegalhaln daln 

penalnggulalngaln bencalnal di tingkalt daleralh 

yalng sejallaln dengaln rencalnal straltegi 

nalsionall dallalm mengaltalsi bencalnal dalpalt 

dirumuskaln dengaln berbalgali calral yalng 

berbedal melallui pengintegralsialn kaljialn 

risiko bencalnal dallalm pembalngunaln daleralh 

secalral meraltal daln menyeluruh aldallalh bukti 

balhwal dallalm pengelolalaln sumber dalyal allalm 

yalng sinergis dengaln tingkalt konsumsi 

kebutuhaln malnusial perlu diperhaltikaln. 

Dengaln aldalnyal penyelalralsaln paldal tingkalt 

konsumsi malsyalralkalt yalng normall altalu tidalk 

berlebihaln; pelestalrialn lingkungaln secalral 

berkallal sebalgali dalmpalk dalri penggunalaln 

sumber dalyal allalm berlebihaln, sertal 

meneralpkaln straltegi penalnggulalngaln 

bencalnal daleralh malkal dihalralpkaln dalpalt 

membentuk keselalralsaln alntalral malsyalralkalt 

dengaln lingkungaln sekitalr sebalgali bentuk 

reallisalsi dalri  pembalngunaln berkelalnjutaln.  

 

SIMPULALN 

Berdalsalrkaln uralialn penelitialn di altals, 

dalpalt disimpulkaln balhwal dallalm reallisalsi daln 

calpalialn dallalm penalngalnaln perubalhaln iklm 

yalng terjaldi di Indonesial melallui 

implementalsi  SDGs Tujualn-13.1.3,  

Indonesial telalh mengaldalptalsikaln progralm 

pembalngunaln berkelalnjutaln yalng telalh 

menjaldi sebualh skemal pembalngunaln 

komprehensif SDGs yalng mengintegralsikaln 

pembalngunaln secalral inklusif daln integraltif, 

sallalh saltunyal dallalm perubalhaln iklim daln 

lingkungaln. Sebalgalimalnal dallalm green 

theory (teori hijalu) dipalhalmi balhwal terdalpalt 

dual pendekaltaln dallalm memalhalmi 

penalngalnaln perubalhaln iklim yalitu 

alnthropocentric daln ecocentric. Penalngalnaln 

Indonesial dallalm reallisalsi penalngalnaln 

perubalhaln iklim melallui implementalsi SDGs 

Tujualn-13.1.3  yalng berfokus paldal 
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pengintegralsialn kaljialn risiko bencalnal dallalm 

pembalngunaln daleralh sertal peneralpaln 

pendekaltaln pencegalhaln daln penalnggulalngaln 

bencalnal di tingkalt daleralh yalng sejallaln 

dengaln rencalnal straltegi nalsionall dallalm 

mengaltalsi bencalnal dalpalt dirumuskaln dengaln 

berbalgali calral yalng berbedal sertal telalh malsuk 

kedallalm kaltegori alntropocentric daln shalllow 

environmentallism. Dalam hal ini yalitu 

penggalmbalraln palndalngaln dunial yalng 

melihalt persoallaln lingkungaln hidup murni 

dalri sudut palndalng kemalnusialaln, sertal 

palndalngaln balhwal permalsallalhaln lingkungaln 

dalpalt diselesalikaln dallalm sistem orgalnisalsi 

sosiall, politik daln ekonomi malnusial 

kontemporer. 

Selalin itu, reallisalsi progralm SDGs 

Tujualn-13.1.3  lebih menekalnkaln paldal 

kelestalrialn lingkungaln dengan balnyalknyal 

kejaldialn bencalnal yalng diallalmi malkal 

malsyalralkalt perlu memperhaltikaln balgalimalnal 

lingkungaln tersebut dalpalt tetalp produktif daln 

talngguh dallalm mendukung kehidupaln 

malnusial. Dengaln aldalnyal penyelalralsaln paldal 

tingkalt konsumsi malsyalralkalt yalng normall 

altalu tidalk berlebihaln; pelestalrialn lingkungaln 

secalral berkallal sebalgali dalmpalk dalri 

penggunalaln sumber dalyal allalm berlebihaln, 

sertal meneralpkaln straltegi penalnggulalngaln 

bencalnal daleralh, malkal dihalralpkaln dalpalt 

membentuk keselalralsaln alntalral malsyalralkalt 

dengaln lingkungaln sekitalr sebalgali bentuk 

reallisalsi dalri pembalngunaln berkelalnjutaln. 
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